BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis

Persaingan Platform E-Commerce Global antara Shein dan Temu dalam

Perspektif Hukum Perdagangan Internasional”, dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1. Bahwa praktik penjualan produk dengan harga sangat murah yang dilakukan
oleh platform e-commerce global Shein dan Temu belum dapat secara
langsung dikategorikan sebagai praktik dumping menurut perspektif hukum
perdagangan internasional. Berdasarkan ketentuan Pasal VI General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan Agreement on
Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti-Dumping Agreement),
suatu praktik hanya dapat dinyatakan sebagai dumping apabila terbukti adanya
unsur normal value, export price, margin of dumping, serta kerugian terhadap
industri domestik (injury) yang memiliki hubungan sebab akibat dengan
masuknya produk impor tersebut. Dalam praktik yang dilakukan oleh Shein
dan Temu, belum terdapat data maupun hasil investigasi resmi yang dapat
membuktikan terpenuhinya seluruh unsur tersebut. Rendahnya harga produk
yang ditawarkan kedua platform lebih banyak dipengaruhi oleh model bisnis
berbasis cross-border e-commerce, efisiensi rantai pasok, produksi massal,
pemanfaatan teknologi digital, serta penjualan langsung kepada konsumen

tanpa perantara. Meskipun demikian, model bisnis tersebut berpotensi
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menimbulkan tekanan terhadap daya saing UMKM dan industri domestik
sehingga dalam perkembangan literatur perdagangan internasional modern
sering dikaitkan dengan fenomena digital dumping, yaitu praktik penjualan
produk lintas negara dengan harga sangat rendah melalui platform digital yang
belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh instrumen hukum anti-dumping
konvensional.

Bahwa pengaturan hukum anti-dumping dalam kerangka World Trade
Organization (WTO) pada dasarnya telah memberikan mekanisme
perlindungan bagi industri domestik negara anggota melalui Pasal VI GATT
1994 dan Anti-Dumping Agreement. Pengaturan tersebut meliputi prosedur
investigasi dumping, penentuan normal value, export price, margin of
dumping, injury test, hingga penerapan bea masuk anti dumping sebagai
bentuk trade remedy yang diperbolehkan dalam sistem perdagangan
internasional. Akan tetapi, pengaturan tersebut pada dasarnya dirancang untuk
perdagangan barang konvensional yang melibatkan eksportir, importir, dan
distribusi fisik lintas negara. Perkembangan perdagangan digital melalui
platform e-commerce global seperti Shein dan Temu menimbulkan tantangan
baru karena transaksi dilakukan secara langsung kepada konsumen melalui
sistem digital yang tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik perdagangan
yang menjadi dasar pembentukan aturan anti dumping WTO. Hingga saat ini
WTO juga belum memiliki pengaturan khusus mengenai digital dumping
maupun mekanisme penegakan hukum yang secara spesifik ditujukan

terhadap model bisnis platform e-commerce global. Oleh karena itu, terdapat
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kekosongan hukum (legal gap) dalam rezim perdagangan internasional yang
menyebabkan pengaturan anti-dumping WTO belum sepenuhnya mampu
menjawab tantangan perdagangan digital modern serta memberikan
perlindungan yang optimal bagi UMKM dan industri domestik.
B. Saran
Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini yaitu
sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perdagangan dan Komite
Anti Dumping Indonesia (KADI), perlu meningkatkan pengawasan terhadap
perdagangan lintas negara melalui platform e-commerce global serta
memperkuat daya saing UMKM dan industri domestik agar mampu bersaing
dengan produk impor berharga murah yang masuk melalui perdagangan
digital.

2. World Trade Organization (WTQ) bersama negara-negara anggotanya perlu
mengembangkan pengaturan hukum perdagangan internasional yang lebih
adaptif terhadap perkembangan perdagangan digital, khususnya terkait
pengawasan praktik digital dumping dan perlindungan terhadap industri

domestik dalam transaksi e-commerce lintas negara.
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